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BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR Z9 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG 
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SINTANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Barang Mihik Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang 
Milk Dacrah; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada 
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Sintang; 

I. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

a. 



Menetapkan 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 
Kendaraan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5610); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 
2017 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN 
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SINTANG 

BAB I... 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
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I. Bupati adalah Bupati Sintang. 

2. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang 
undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang. 

3. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 
adalah Kepala Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan scbagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sintang. 

6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 

10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

1 I. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

14. Kuasa ... 
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14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 

sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja 
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaikbaiknya. 

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah 
pada Pengguna Barang. 

16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepernilikan barang 
milik daerah. 

17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik 
dan/atau kegunaan BMD. 

18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan 
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa 
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan 
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

19. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang 
merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. 

20. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat 
data seluruh barang rnilik daerah. 

BAB II 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 
Pengelola Barang 

Pasal 2 

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, merniliki 
kewenangan dan bertanggung jawab : 
a. mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang 

milik daerah kepada Bupati. 
b. mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan 

barang milik daerah. 
c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas 

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. 
d. menandatangani Serita Acara Pemusnahan Barang. 

Bagian Kedua 
Pejabat Penatausahaan Barang 

Pasal 3 

Pejabat penatausahaan barang, memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab : 

a. memberikan ... 
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memberikan pertimbangan kepada pengelola untuk 
mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah. 

b. membantu pengelola barang melakukan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian atas pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah. 

Bagian Ketiga 
Pengguna Barang 

Pasal 4 

Pengguna barang memiliki wewenang dan tanggung jawab : 
a. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang 

milik daerah. 
b. melaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya. 
c. menandatangani Berita Acara Pemusnahan barang yang ada 

dalam penguasaannya. 

BAB III 
PEMUSNAHAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 5 

(1) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila : 
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, 

dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

(2) Pemusnahan dilakukan dengan cara : 
a. dibakar; 
b. dihancurkan; 
c. d.itimbun; 
d. ditenggelamkan; atau 
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

Bagian Kedua 
. Pihak Pelaksana Pemusnahan 

Barang Milik Daerah 

Pasal 6 

(1) Pemusnahan HMO dilaksanakan oleh: 
a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati 

untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati 

untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara 
dan dilaporkan kepada Bupati. 

Bagian ... 

a. 
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Bagian Ketiga 

Obyek Pemusnahan Barang Milik Daerah 

Pasal 7 

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMD berupa : 
a. Bangunan; 
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Paragraf l 
Permohonan Pemusnahan 

Barang Milik Daerah 

Pasal 8 

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah 
dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat : 
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan 
b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b antara lain meliputi : 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang 

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
i. nilai perolehan; dan 
j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 

dilakukan penyusutan. 

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilengkapi dokumen pendukung berupa : 
a. surat pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang yang sekurangkurangnya memuat : 
1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 

dan 
2) pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat 

digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau 
tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah 
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 

b. kartu ... 
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c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang 

harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan 
d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

(5) Format permohonan pemusnahan barang milik daerah dan 
surat pemyataan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I 
dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Persetujuan Pemusnahan 

Rarang Milik Daerah 

Pasal 9 

( 1) Pengelola Barang melakukan 
permohonan usulan Pemusnahan 
dalam Pasal 8. 

penelitian 
sebagaimana 

terhadap 
dimaksud 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan 

permohonan pemusnahan barang milik daerah; 
b. penelitian data administratif; dan 
c. penelitian fisik. 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain : 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang 

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
i. nilai perolehan; dan/ atau 
j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat 

dilakukan penyusutan. 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilalcukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik 
daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pengelola Rarang menyampaikan hasil penelitian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai 
bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah. 

(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) : 
a. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah 

tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada 
Pengguna Rarang melalui Pengelola Rarang yang 
mengajukan permohonan disertai dengan alasan. 

b. apabila ... 
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b. apabila permohonan pemusnahan 

disetujui, Bupati menerbitkan 
pemusnahan barang milik daerah. 

(7) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 

dimusnahkan, yang sekurangkurangnya meliputi kode 
barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai 
perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah 
yang dapat dilakukan penyusutan; dan 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati. 

Paragraf Tiga 
Pelaksanaan Pemusnahan 

Barang Milik Daerah 

Pasal 10 

(l) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf 
b, Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik 
daerah. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan 
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (6) huruf b. 

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah. 

(4) Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 11 

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah 
dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati. 

(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada 
Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi 
surat permohonan pemusnahan dan serta kelengkapan 
dokumen dukung pada Pengelola Barang. 

Pasal 12.. 

barang milik daerah 
surat persetujuan 
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Pasal 12 

(1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian 
terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah 
pada Pengelola Barang. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) : 
a. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah 

tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada 
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang 
mengajukan permohonan disertai dengan alasan. 

b. apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah 
disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
pemusnahan barang milik daerah. 

(4) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 

dimusnahkan, yang sekurangkurangnya meliputi kode 
barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai 
perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah 
yang dapat dilakukan penyusutan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati. 

Pasal 13 

(1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b 
Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik 
daerah. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan 
dilaksanakan paling lama l (satu) bulan sejak tanggal 
persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Bupati. 

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah. 

BAB IV ... 
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BAB IV 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 14 

Penghapusan barang milik daerah meliputi : 
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 

Barang Kuasa Pengguna; 
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 
c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 15 

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah 
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dalam hal 
barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang. 

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam ha! 
terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) disebabkan karena : 
a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
c. menjalankan ketentuan undangundang; 
d. pemusnahan; atau 
e. sebab lain. 

Pasal 16 

( 1) Barang rnilik daerah sud ah tidak berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa 
Pengguna Barang disebabkan karena : 
a. penyerahan barang milik daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 
f. pemusnahan; atau 
g. sebab lain. 

Ayat (2) ... 
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() ehal w bah Lan wr bagatnana rnalewd dalarn avat (l] 
hrfg merpakan w bab» «wbab vat ere ara nor rnal da pat 
dprtlrakan wajar mer nauh prnyr bab Ienghapusan, antara 
an 

rne«In, aswt 
dlak Lukan 

pwrlatan tar 
tdak da pet 

hlang lurrna reran, terbalar, suut, tnengap. 
rnrte r,kadahwara, 
mnat nfk hwwan, kan, dan tanarnan, 
hara hhapuakan nfuk barinan yang brhr d atas 
tanah Ptak Lan atau Frmcnntah Pusat dan/ atau 
owns karena tlak dapt dlakukan 
erindahtananan, 
harus dhapuskan untuk A«et Trtap Renova [AT) 
ata« a·wt rill hak Laun larrra tdaks da pat flak ular 
erndahtaranan, 
hars dhapuskan untuk banrnan dalarn loft 
rusake berat dan/ atau membahavakan bk utan 
wk'af 
hars hhapuskan unttik 
tetap lannva kart rat 

r 

d 

b 
C 

• 

pw rndatarwa 
g hars thhapukan untuik barman van berthr dr ata 

tanah van renal obek peranlaatan dalamn Dentuk 
herpasama evantaat an, Mann Cura Serah/ Hann 
Sier ah Gura atau kerpasana envefaan lnfratruiktr, 
wteLah buafwutan terebut dperhtunkan sw De 
mestast prrnerntah daerah, 

h harus «dtapukan karena angaran untuk bununan 
pant udah diwdaan dalan dok unen 
pettaggaran, 
se Degen auk bat dan kradaan kahar (force maure) 

t.3) Sebab sbab Lan vang secara normal dapat drperkrakan 
aaur menyaht penyebab Pehapuan untuk 4MD berupe 
Aset Tak erwuJud antara lain karena tdak swsuau dengan 
perkembangan teknolog, tdak swswuan denan kc bututan 
organsas, rusak berat, atau rnas.a rnantaat / keguraan teLah 
berakhr 

Pasal 17 

tl) Penhapusan sbagamnana dimakwud dalam Pusal I6 untuk 
barang mhk daerah peada Penguna Harang dlak ukan 
dean mnenerbutkan keputusan perhapuan oleh 
eneiola barang setelah men«dapat perwtupuan Bupat 

(2) Penhapusan sebarnana dimnakud dalamn Paa! I6 untuk 
baran rhk dacrah pada Prnelola Harang chlakukan 
de nan mnenerbtkan keputusun penghapusun oleh BHupat. 

t.) Dkecunhkan dani ketentuan mnendapat persetujuan 
prnhapusan Hupati swbaganana dmaksud pada ayat (lJ 
adaah untuk barang mlk dacrah yang dihapuskan 
arr n 

a. pengalihan ... 
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a. pengalihan status penggunaan; 
b. pemindahtanganan; atau 
c. Pemusnahan. 

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan 
barang milik daerah berupa barang persediaan kepada 
Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau 
Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaporkan kepada Bupati. 

Pasal 18 

milik 
dan 

daerah 
ayat (4) 

Penghapusan BMD dilakukan dengan tidak menganggu 
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 

Bagian Kedua 
Pihak Pelaksana Penghapusan 

Pasal 19 

Penghapusan dilaksanakan oleh : 
a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; 
b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, 

untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. 

Bagian Ketiga 
Obyek Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pasal 20 

(I) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMD berupa : 
a. tanah dan/atau bangunan; 
b. selain tanah dan/atau bangunan. 

yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

(2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) termasuk tetapi tidak terbatas pada 
BMD berupa prangkat lunak (software) komputer, lisensi, 
waralaba (franchise), hak paten, hak cipta, dan hasil 
kajian/ penchitian yang membenikan manfaat jangka 
panjang. 
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Bagian Keempat 
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada 
Pengguna Harang Dan/ Atau Kuasa Pengguna Harang 

Paragraf 1 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena 

Penyerahan Harang Milik Daerah 

Pasal 21 

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMD 
kepada Bupati, Pengelola Harang menerbitkan keputusan 
Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pengguna barang/kuasa pengguna 
melakukan penghapusan BMD dari daftar barang 
pengguna. 

(3) Pengguna Harang melaporkan penghapusan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, 
dengan melampirkan : 
a. keputusan penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada 

Bupati. 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Harang melakukan 
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar 
barang milik daerah. 

Pasal 22 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan 
barang milik daerah kepada Bupati harus dicantumkan 
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Harang. 

(2) Perubahan Daftar Harang Milik Daerah sebagai akibat dari 
penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Harang 
kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 

Paragraf 2 .• 
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Paragraf 2 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena 

Pengalihan Status Penggunaan 
Barang Milik Daerah 

Pasal 23 

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status 
Penggunaan BMD, Pengelola Barang menerbitkan 
keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pengguna barang/kuasa pengguna 
melakukan penghapusan BMD dari daftar barang 
pengguna. 

(3) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati, 
dengan melampirkan : 
a. Keputusan penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status 

penggunaan BMD. 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!), Pengelola Barang melakukan 
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar 
barang milik daerah. 

Pasal 24 

(I) Peru bah an Daftar Barang Pengguna dan / a tau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan 
status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam 
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Paragraf 2 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena 

Pemindahtanganan Atas 
Barang Milik Daerah 

Pasal 25 

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan 
Atas Barang Milik Daerah, Pengelola Barang menerbitkan 
keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(2) Keputusan ... 
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(2) Keputusan penghapusan barang mi!ik daerah karena 

pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan 
kepada Pengguna Barang disertai dengan : 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), 

dalam ha! pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk 
penjualan secara lelang; 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam ha! 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan 
tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal 
pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam ha! 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. 

(3) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1), pengguna barang/ kuasa pengguna 
melakukan penghapusan BMD dari daftar barang 
pengguna. 

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan 
melampirkan : 
a. Keputusan Penghapusan; dan 
b. Serita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah 

Hibah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapus 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 26 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan 
karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam 
laporan barang Pengguna/ laporan barang Kuasa Pengguna 
semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
penghapusan karena pemindahtanganan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan. 

Paragraf 3 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Putusan 

Pengadilan Yang Telah Berkekuatan 
Hukum Tetap Dan Sudah Tidak 

Ada Upaya Hukum Lainnya 

Pasal 27 

( 1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang 
sedikitnya memuat : 

a.pertimbangan ... 
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a. pertimbangan dan alasan pengbapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, 
kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ at.au nilai 
perolehan. 

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurangkurangnya 
dilengkapi dengan : 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah 

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus 

dilengkapi dengan kartu identitas barang. 

(3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan 
dengan: 
a. Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual 

beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya 
yang dapat dipersamakan dengan itu; atau 

b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang clitandatangani 
oleh pengguna barang bersangkutan yang menyatakan 
bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan 
BMD pada SKPD bersangkutan. 

(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
meliputi: 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait 

barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site visit) untuk mencocokkan 
fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data 
administratif, jika diperlukan guna memastikan 
kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan 
pengadilan dengan BMD yang menjadi objek 
permohonan Pengbapusan. 

(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan 
persetujuan kepada Bupati. 

Pasal 28 

(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak 
disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan 
pada Pengguna Barang disertai dengan alasan. 

(2) Apabila ... 
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(2) Apabila pennohonan penghapusan 

disetujui, Bupati menerbitkan 
penghapusan barang milik daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : 
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan 

BMD; 
b. data barang milik daerah yang disetujui untuk 

dihapuskan, diantaranya meliputi : 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. nilai perolehan; dan 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 

dilakukan penyusutan. 
c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 

pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui 
Pengelola Barang. 

Pasal 29 

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan 
keputusan penghapusan barang. 

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari 
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) paling lama I (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan 
penghapusan barang milik daerah dari Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik 
daerah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 30 

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 
dan Pasal 30 hanya dilakukan karena adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

Pasal 31 ... 

barang milik daerah 
surat persetujuan 
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Pasal 31 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan. 

Paragraf 4 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Menjalankan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal32 

(I) pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah 
oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang paling sedikit memuat : 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun 
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ a tau 
nilai perolehan. 

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan 
kepada Bupati. 

Pasal 33 

(I) Apabila Bupati menyetujui permohonan 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati 
surat persetujuan penghapusan. 

sebagaimana 
menerbitkan 

(2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit 
memuat: 

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, yang sekurangkurangnya meliputi tahun 
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 
spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nile 
buku, dan/atau nilai perolehan; dan ' ' w 

b. kewajiban ... 
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b. kewajiban Pengguna Harang untuk melaporkan 

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pengguna Harang melakukan penghapusan 
barang milik daerah dari Daftar Pengguna Harang dan/atau 
Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan 
keputusan penghapusan Pengelola Harang. 

(4) Keputusan Penghapusan Harang Milik Daerah diterbitkan 
paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Harang sejak 
persetujuan Bupati. 

(5) Pengguna Harang melaporkan penghapusan barang milik 
daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan 
penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Harang. 

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ayat (4), Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Harang 
Milik Daerah. 

Pasal 34 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari me!aksanakan 
ketentuan peraturan perundangundangan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan. 

Paragraf 5 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

Karena Pemusnahan 

Pasal 35 

(1) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, pengelola barang 
menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama l (satu) 
bulan sejak berita acara pemusnahan. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan laporan 
kepada Bupati dengan melampirkan 
penghapusan dan bcrita acara pemusnahan 

(3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 36 ... 

penghapusan 
keputusan 
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Pasal 36 

(I) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan. 

Paragraf 6 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

Karena Sebab Lain 

Pasal 37 

(I) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang yang sedikitnya memuat : 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, 
kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai 

perolehan. 

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diajukan karena 
alasan: 
a. hilang karena kecurian, harus dilengkapi : 

1. surat keterangan dari Kepolisian; dan 
2. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang yang sekurangkurangnya 
memuat: 
a) pemyataan mengenai atas kebenaran 

permohonan dan barang milik daerah tersebut 
hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan 

b) pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan 
bukti bahwa penghapusan barang milik daerah 
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian 
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik 
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak 
menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati 
untuk hewan/ikan/tanaman, harus dilengkapi: 
I. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
2. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan. 

33. pernyataan ... 
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prrnvataan dan nguna Harang /uasa Penguna 
Harang bahvwa barang mrhk darrah telah terbakar, 
«eut, rrwrgap, trwre at, ladalwarea, mnat untuk 
lwwan ksn/ tanarnan yang diarngur hasni lapofan 
pwmnrrksaan pwnwhtan 

4 Poto brang yang daulkan dhapunk.an 

e hare «hhaplan untuk HMD) brr»pea bargnan varg 
bwrhrr di tas tanah [hale Lan atatu vmnrrntah 
«at Pons karrna flake dapt lake ukan 
vrmndahtanganan. permohonan dlenkapt de nan 
I Surat vrnvataan dart ryuna Harang kuasa 

vnana arang yang sekuran urannya 
me mnuat 
a) entitas Pensuna Harang/ uasa rnsyuna 

at ant. 
bl prrnvataan mnenenat tarmwymt jawab prnuh 

atas« kebwnaran per rnohonan yam daukan, Del 
materl mauputn tor ml, dan 

} prrmvataan bhwa MD bertpu bannan vang 
bwrthr «di atas tanah hak Lan atau lrmnerntah 
y«at lrovnr tlak dapat «hlaktikan Ferndah 

tananan, ·w try.a flakukan enhapusan 
fotokogn okurnen ke pemmhkan, 
kartu tentita bur at, 

4 fotokopu pew ranan antara engna liar an denan 
hal Lan, pk.a ata, dam 
urat pernbertatan dart Phak Lann trrkat 
enhapusan 4MD berupa banuan yan bertdr dr 
atas taah null ttak Lan atau Ferner1ntah 
Pusat/ ovtnsw 

6 Foto barang vang drusulkan dhapukan 
d. harus dihapukan untuk Awt Tetap Renova pada 

MD milk hak Lan karena tdak dapat dlakulan 
Prindahtanganan, perrohonan dlengkap dengue 
Surat Pernvataan dan enyuna liar an/ huaa 
Penguna tiarag van sekuran kurannva memtat 
I. tenttas Penguna Iiarang/ hua»ea enguna 

arang, 
2 pernvataan menenai tangung jawab pwnuh atas 

kc be naran pertohonan yang chat)ula, buuk mnaterl 
mnaupun formnl, dan 
pertyataan bahwa BMD berupa Ast Tetap Renova 
pafa 1MD rhk Phak Lan ttak dapat chlaktkan 
Pedahtanganan, sehnga harus dlak ukan 
Penhapusan 

4 oto baran yang drusulkan hhapukan 
.harus dhapuskan untuk banzunan dadamn kondisi 

rusak berat dun/ atau memnbahuaval.an Lngkungan 
wltar, permnohonan dlengkap dengan 
I.Surat lwrnataan dan Penguna Harang/Kasa 

lrnuna larang yang sekurangkurangnya 
mwruat 

a) identitas ... 
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a) identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
nrnng; 

b) pernyatnnn mengenai tnnggung jawab penuh 
atus kebenaran permohonan yang diajukan, 
buik materiil maupun formil; dan 

c) pernyatnnn bahwn BMD berupa bangunan 
berada dalam kondisi rusak berat dan/atau 
membahayakan lingkungan sekitar dan belum 
tersedia anggaran untuk bangunan penggganti, 
schingga harus dilakukan Penghapusan. 

2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang 

menyatakan bahwa BMD berupa bangunan berada 
dalam kondisi rusak berat dan/atau 
membahayakan lingkungan sekitar. 

5. Foto barang yang diusulkan dihapuskan. 
f. Harus dihapuskan untuk peralatan dan mesin serta aset 

tetap lainnya karena tidak dapat dilakukan 
pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan : 
I. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang yang sckurangkurangnya 
memuat ; 
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, 
baik materiil maupun formil; dan 

c) pernyataan bahwa BMD berupa peralatan dan 
mesin, aset tetap lainnya dalam kondisi rusak. 
berat, sehingga harus dilakukan Penghapusan. 

2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. Kartu identitas barang; 
4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan. 

g. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas 
tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk 
Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun 
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, 
setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai 
investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan : 
I. Surat Pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang yang sekurangkurangnya 
memuat: 
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, 
baik materiil maupun fonnil; dan 

c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan, 
berdiri di atas tanah yang menjadi objek 
pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama 
Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun 
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 

2. fotokopi ... 
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2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; af 4. salinan surat perjanjian Kerjasama Pem taatan, 

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau 
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. 

harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah disediakan dalam dokurnen 
penganggaran, permohonan dilengkapi dengan : 
1. Surat Pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang yang sekurangkurangnya 
memuat: 
a) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 

c) pernyataan bahwa BMN berupa bangunan yang 
akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran 
penggantinya dalam dokurnen penganggaran, 
sehingga harus dilakukan Penghapusan. 

2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. fotokopi dokumen penganggaran. 
keadaan kahar (force majeure), harus dilengkapi : 
1. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 

a) mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); 
atau 

b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan 
kahar (force majeure); dan 

2. pemyataan bahwa barang milik daerah 
terkena keadaan kahar (force majeure) 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

3. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang 
harus dilengkapi dengan dokurnen kepemilikan; dan 

4. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus 
dilengkapi dengan kartu identitas barang. 

telah 
dari 

(3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, 
huruf h dan huruf i tidak ada, maka dapat digantikan 
dengan: 
a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual 

beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya 
yang dapat dipersamakan dengan itu; atau 

b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani 
oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD 
bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan 
dihapuskan tersebut merupakan BMD pada SKPD 
bersangkutan. 

(4) Format ... 
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(4) Format usulan permohonan penghapusan barang milik 
daerah dan format surat pernyataan sebagaimana terdapat 
dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

Pasal 38 

(!) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan 

permohonan penghapusan; 
b penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode 

barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan 
status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang 
milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan 

c penelitian fisik untuk mencocokkan fisik BMN yang akan 
dihapuskan dengan data administratif, kecuali untuk 
alasan hilang atau kecurian, jika diperlukan. 

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l), Pengelola Barang mengajukan permohonan 
persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang 
milik daerah karena sebab lain. 

Pasal 39 

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) tidak disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : 
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMN; 
b. data barang milik daerah yang disetujui untuk 

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi: 
1) kode barang; 
2) kode register; 
3) nama barang; 
4) tahun perolehan; 
5) spesifikasi/identitas teknis: 
6) kondisi barang; 
7) jumlah; 
8) nilai perolehan; 

9) nilai ... 
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nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakukan penyusutan; dan 
kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 

(4) Dalarn ha! Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 37 ayat (!) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf 
i terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan 
pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(5) Dalarn ha! Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g terdapat bongkaran, 
Pengguna Barang melakukan pemindahta.nganan sesuai 
dengan perjanjian pemanfaatan BMD antara Pengguna 
Barang dan mitra pemanfaatan. 

(6) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan 
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
persetujuan. 

(7) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan 
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

Pasal 40 

(1) Pengguna Barang menyarnpaikan laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan 
penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (6). 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Oaftar 
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan. 

Bagian ... 



• 
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Bagian Kelima 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 
Pada Pengelola Barang 

Paragraf I 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena 

Penyerahan Barang Milik Daerah 

Pasal 41 
( I) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMD 

kepada Bupati, Bupati menerbitkan keputusan 
Penghapusan BMD paling lama I (satu) bulan sejak tanggal 
Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan 
penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) 
penyerahan kepada Pengguna Barang. 

(3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan 
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar 
Barang Mililc Daerah. 

Pasal 42 

(I) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang 
harus dicantumkan dalam laporan semestcran dan laporan 
tahunan. 

Paragraf 2 
Penghapusan Barang Milik Daerah Karena 

Pemindahtanganan 

Pasal 43 

(l) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan 
Atas Barang Milik Daerah, Bupati menerbitkan keputusan 
Penghapusan BMD paling lama I (satu) bulan sejak tanggal 
Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan mclampirkan keputusan 
penghapusan yang disertai dengan : 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), 

apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk 
penjualan secara lelang; 

b. Berita .• 
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b rrta Aeara rah Terina (HAST), ape bl 
pr mdatanganan dlakeukan dalaurn bwntkt per ua lean 
tango clang. tkxat trwrnlat dan pr nyrrtan rroal 
pw rnwnntah dart ah, an 

e wnta Adara wrah Trnrra tu4AT) dan naska.h bah, 
paw tle gw rnrwdahtatg»ran dLal lasn dalaurn bentuk 

bah 

t.4 wrdasarkan krputusan prrshapusan wbagatrnana 
drmakwd pada avat tl, Pengelola Far an tnerhapuian 
barang rhk dacrah darn Daftar Harang Milk Dacra 

I I ) 

() 

erbahan Daftar Harang Prnrlola swbea albat dar 
pr rmndahtanganan barans rrhk daerah harts de anturnlean 
dalamn laporan berarg semesteran dan tahunan enrol 
arang 

erubahan Daftar Harang Mihk Darrah sw beg akbat dar 
perndahtanaan bur at mhk daerah tar us featurnkan 
dalam laporan burar mk daerah semesteran dan 
tahunan 

Pararaf 
enshapsan Harang Mihk Dae rah Karena Adanva Futusan 

letalan Yang Telah Memperoleh kektatan Hukurn 
Tetap Dan Sudah Ttak Ada Upaya Mukumn Lanny a 

Pa sal 45 

(I) Pengelola BHarang menayukan permohonan penghapusan 
kepada BHupat vang swkuran kurannva memuat • 
a perumbangan dan alasan penghapusuan, dan 
b. data barang rmhk daerah yang dmnohonkan untuk 

hhapuskan, sekurang kurannva mehputi tahun 
perolehan, kode barang, kode rester, nama barang, 
ems, identtas, kondrsi, lokasi, nlar buku, dan/ atau 
nla perolehan. 

(2) Permohonan penghapusan barang mhik darah 
se bagamana dimaksud pada ayat (l) sekurang kurangnya 
dlengap deng an : 
a. sahnan/fotokopi putusan pengacdlan yang telah 

dlegalsas/ disahkan oleh peabuat berwenang, dan 
b. fotokop dokumen kepemhkan atau dokumen setara. 

(3) upati melakukan penehtian terhadap permohonan 
penghapusan barang mhk daerah dan Pengclola Barang 
se bugaumnana dinaksud pada ayat (l]. 

(4) Penchitian swbagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : 
a. penchtan data dan dokumen barang milik daerah; 

b. Penelitian ... 
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b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait 

barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian Japangan (on site visit), jika diperlukan, guna 
memastikan kesesuaian antara barang milik daerah 
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang 
milik daerah yang menjadi objek permohonan 
penghapusan. 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam Japoran hasil penelitian. 

(6) Dalam ha! permohonan penghapusan barang milik daerah 
tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola 
Barang disertai dengan alasan. 

(7) Dalam ha! permohonan penghapusan barang milik daerah 
disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan barang milik daerah sekurangkurangnya 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 

dihapuskan, sekurangkurangnya meliputi kode barang, 
kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai 
buku, dan/ atau nilai perolehan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 

Pasal 46 

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan 
penghapusan barang. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan 
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang 
Pengelola. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
Jama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan 
kepada Bupati dengan melampirkan 
penghapusan barang milik daerah. 

penghapusan 
keputusan 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 47 ... 
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Pasal47 

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 
4 7 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya. 

Pasal 48 

(1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan Iaporan tahunan. 

Paragraf 4 
Penghapusan Barang Milik Daerah karena melaksanakan 

ketentuan pcraturan perundangundangan 

Pasal 49 

(1) Pengelola Harang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati, paling sedikit memuat : 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, yang sekurangkurangnya meliputi tahun 
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau 
nilai perolehan. 

(2) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Harang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap peraturan perundangundangan 

terkait barang milik daerah; dan 
c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna 

memastikan kesesuaian antara barang milik daerah 
yang menjadi objek peraturan perundangundangan 
dengan barang milik daerah yang menjadi o bjek permohonan penghapusan. 

Pasal 50 

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Bupati menerbitkan 
surat persetujuan penghapusan. 

(2) Surat ... 
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(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) paling sedikit memuat : 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 

dihapuskan, yang sekurangkurangnya meliputi kode 
barang, kode register, nama barang, 
spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, 
dan/a tau nilai perolehan; 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan 
barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang 
berdasarkan keputusan penghapusan Bupati. 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 
I (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. 

Pasal 51 

penghapusan 
keputusan 

menyampaikan laporan 
dengan melampirkan 

(!) Pengelola Barang 
kepada Bupati 
penghapusan. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang 
Milik Daerah. 

Pasal 52 

(!) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan. 

Paragraf 5 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

Karena Pemusnahan 

Pasal 53 

(I) Berdasarkan berita acara pemusnahan, Bupati menerbitkan 
Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 
I (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan. 

(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan 
penghapusan dan berita acara pemusnahan. 

(3) Berdasarkan ... 
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(3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l), Pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan 
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 54 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Paragraf 5 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

Karena Karena Sebab Lain 

Pasal 55 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit 
memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, 
kode register, nama barang, nomor register, tahun 
perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, 
nilai buku, dan/atau nilai perolehan. 

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diajukan karena 
alasan: 
a. hilang karena kecurian harus dilengkapi; 

!. Surat Keterangan dari Kepolisian; 
2. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang 

sekurangkurangnya memuat: 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pernyataan mengenai atas kebenaran 

permohonan dan barang milik daerah tersebut 
hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan 

c) pemyataan apabila dikemudian hari ditemukan 
bukti bahwa penghapusan barang milik daerah 
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian 
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik 
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak 
menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. terbakar ... 
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b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati 

untuk hewan/ikan/ tanaman harus dilengkapi: 
1. identitas Pengelola Barang; 
2. pernyataan dari Pengelola Barang mengenan 

kebenaran perrnohonan yang diajukan; 
3. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, 

terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, 
mati untuk hewan/ikan/tanaman yang dilampiri 
hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 

4 Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
c. harus dihapuskan untuk BMD berupa bangunan yang 

berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah 
Pusat/Provinsi karena tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan : 
1. Surat Pemyataan dari Pengelola Barang yang 

sekurangkurangnya memuat : 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pemyataan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 

c) pemyataan bahwa BMD berupa bangunan yang 
berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah 
Pu sat/ Provinsi tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, sehingga dilakukan 
Penghapusan. 

2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. fotokopi perjanjian antara Pengelola Barang dengan 

Pihak Lain, jika ada; dan 
5. surat pemberitahuan dari Pihak Lain terkait 

Penghapusan BMD berupa bangunan yang berdiri di 
atas tanah milik Pihak Lain atau Pemerintah 
Pusat/Provinsi. 

6. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
d harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMD 

milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan 
Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang sekurang 
kurangnya memuat : 
1. identitas Pengelola Barang; 
2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas 

kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil 
maupun formil; dan 

3. pernyataan bahwa BMD berupa Aset Tetap Renovasi 
pada BMD milik Pihak Lain tidak dapat dilakukan 
Pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 

4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
e harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak 

berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar 
permohonan dilengkapi dengan: ' 
1. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang 

sekurang-kurangnya memuat : 
a) identitas Pengelola Barang; 

b. pernyataan ... 
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b) pernyatnan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kcbenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 

c) pernyutann bahwa BMD berupa bangunan 
berada dalam kondisi rusak berat dan/atau 
membahayakan lingkungan sekitar dan belum 
tersedia anggaran untuk banunan pengganti, 
schingga harus dilakukan Penghapusan. 

2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 
4 Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang 

menyatakan bahwa BMD berupa bangunan berada 
dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan 
lingkungan sekitar. 

5. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 
f Harus dihapuskan untuk peralatan dan mesin serta aset 

tetap lainnya karena tidak dapat dilakukan 
pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan : 
I. Surat Pernyataan dari Pengelola Barang yang 

sekurang kurangnya memuat ; 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 

c) pernyataan bahwa BMD berupa peralatan dan 
mesin serta aset tetap lainnya dalam kondisi 
rusak berat, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 

2. Fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. Kartu identitas barang 
4. Foto barang yang diusulkan dihapuskan 

g harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas 
tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk 
Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun 
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan lnfrastruktur, 
setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai 
investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan : 
I. Surat Pemyataan dari Pengelola Barang yang 

sekurangkurangnya memuat : 
a) identitas Pengelola Barang; 
b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 

c) pemyataan bahwa BMD berupa bangunan, 
berdiri di atas tanah yang menjadi objek 
pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama 
Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun 
Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur, sehingga harus dilakukan 
Penghapusan. 

2. fotokopi dokumen kepemilikan; 
3. kartu identitas barang; 

4. salinan ... 
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4. salinnn surnt perjanjinn Kerjasama Pemanfaatan, 

BHanun Gunn Seruh/nun Serah Guna atau 
Kerjusumnn Penyedun Infrastruktur. 

h hnrus dhapusknn kurenu anarun untuk bangunan 
penganti udah disedukan dlalum dlokumen 
pengangurnn, permohonan dlengkap dcngun 
I. Surat Pernyntaan dari Pengelola Harang yang 

sekurnng kurangnva memuat ; 
a) identitas Pengelola Harang; 
b) pernyataan mengenai tangyung jawab penuh 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik 
materiil maupun formil; dan 

c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang 
akan direkonstruksi, sudah terscdia anggaran 
penggantinya dalam dokumen penganggaran, 
sehingga harus dilakukan Penghapusan. 

2. fotokopi cdokumen kepemihikan; 
3. kartu identitas barang; 
4. fotokopi dokumen penganggaran. 

i, kcadaan kahar (force maeure). 
I. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 

a) mengenar terjadi keadaan kahar (force majeure); 
atau 

b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan 
kahar (force majeure); dan 

2. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena 
keadaan kahar (force majeuure) dari Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang 

3. fotokopi dokumen kepemihikan, untuk BMD yang 
harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan 

4. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus 
dilengkapi dengan kartu identitas barang. 

(3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, 
huruf h dan huruf i tidak ada, maka dapat digantikan 
dengan : 
a. dokumen lainnya sepcrti dokumen kontrak, akte jual 

beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya 
yang dapat dipersamakan dengan itu; atau 

b. Surat Pemyataan benneterai cukup yang ditandatangani 
oleh pejabat struktural yang berwenang pada SKPD 
bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan 
dihapuskan tersebut merupakan BMD pada SKPD 
bersangkutan. 

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap pennohonan 
penghapusan barang milik deerah dari Pengelole Barang 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan 

permohonan penghapusan; 

c. penelitian ... 
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b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun 
perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, 
penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk 
barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena 
aJasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 
huruf c jika diperlukan. 

PasaJ 56 

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (1) tidal< disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan 
alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud 
daJam PasaJ 55 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang 
milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling 
sedikit meliputi : 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 
f. kondisi barang; 
g.jumlah; 
h. nilai perolehan; 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 

dilakukan penyusutan; dan 
j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan 

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan penghapusan 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. 

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik 
daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan 
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

PasaJ 57 

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan 
kepada Bupati dengan melampirkan 
penghapusan barang milik daerah. 

penghapusan 
keputusan 

(2) Berdasarkan ... 
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(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang 
Milik Daerah. 

(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati 
Sintang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur 
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 59 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal( of ·32017 

BUPATI SINTA 

AROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal G NoPenscR 9 or7 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG 

, 

YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 74 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SINTANG 000037 
NOMOR 74 TAHUN 2017 
TANGGAL % Ate Pase 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

FORMAT PERMOHONAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH 

KOPSKPD 

Nomor 
Sifat 
Lam piran 
Perihal 

032/.../ ... 
Penting 
... ( ... ) Berkas 
Permohonan Pemusnahan 
Barang Milik Daerah. 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Kepada 
Yth. Bupati Sintang 

di 
Sintang 

Dengan hormat. 
Dengan ini disampaikan kepada Bapak permohonan pemusnahan 

barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ..• tahun 20... 
Permohonan pemusnahan barang milik daerah ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa barang dalam kondisi rusak berat, 
kadaluarsa, dan tidak dapat dipindahtangankan. 

Adapun data barang milik daerah yang dimohon untuk 
dimusnahkan adalah sebagai berikut 

Nama Nomor 
Unit/ Tahun Nilai 

Brg/ Kode Spesi Asal Jlh Peroleh Kondisi Peroleh Nilai 
No Jenis fikasi Usu! Brg Brg Buku an an 

Brg 
Brg Reg 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 
2. 

Jumlah 

Demikian permohonan ini disampaikan, atas persetujuannya 
diucapkan terima kasih. 

Kepala ..., 

Nama 
Pangkat 

NIP. 

BUPATI SINT 

LJAROT WINI 2NO 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SINTANG 000038 
NOMOR 79 TAHUN 2017 
TANGGAL G Mo Pe+se 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

FORMAT SURAT PERNYATMN PENGGUNA BARANG/ 
KUASA PENGGUNA BARANG 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN 
NOMOR : 032/ ... /.../20 .. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 
SKPD 
Alamat Kantor 

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah sebagaimana pennohonan 
pemusnahan yang disampaikan kepada Bapak (terlampir}, sudah tidak dapat 
digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan, 
sdah rusak berat, kadaluarsa dan ... (alasan diisi sesuai kondisi barang sebenarnya). 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Kepala ..., 

Nama 
Pangkat 

NIP. 

BUPATI SINTA 

JAROT WINARNO 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR : 79 TAHUN 2017 
TANGGAL : G ·oPerneK 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG 

KOPSKPD 

000039 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH 
NOMOR: 032/ ... / ... /20.. 

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah 
ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah nomor 
032/.../.../20... tentang ... tanggal ..., telah melaksanakan pemusnahan barang milik 
daerah sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Barang Milik Daerah yang 
dimusnahkan (terlampir), dengan cara ... 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya. 

Saksi-Saksi : 

1. . 
2 . 
3 . 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Kepala ..., 

Nama 
Pangkat 

NIP. 

BUPATI SINT. IG, 

JAROT WINARNO 



DAN 
DI 

00904 PERATURAN BUPATT SINTANG 
NOMOR 79 TAHUN 2017 
TANGGAL G <oPs1seR 2017 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

LAMPIRAN IV 

FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

KOP SKPD 

Nomor 
sifat 
Lam piran 
Penihal 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Kepada 
032/.../... Yth. Bupati Sintang 
Penting 
... (...) Berkas di 
Permohonan Penghapusan Sintang 
Barang Milik Daerah. 

Dengan hormat. 
Dengan ini disampaikan kepada Bapak permohonan penghapusan 

barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ... tahun 20... 
Permohonan penghapusan barang milik daerah ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa barang dalam kondisi rusak berat, 
kadaluarsa, tidak dapat dipindahtangankan dan ... (diisi sesuai koncdisi 
barang mihik daerah sebenarnya). 

Adapun data barang milik daerah yang dimohon untuk 
dimusnahkan adalah sebagai berikut ; 

Nara Noror A 
Br/ Kode Lo s Kondtst 
Jns Spest a a Unit/ Tahun Bag Nila 

N Brg i I Jh Peroleh Peroleh N:tat 

Br Reg fikasf U Brg Buku 
0 a a.fl 

' tt 

I 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Io II 12 
l ' 2 

Jutlah 

Deman permohonan mi disampakan, atas persefuannva 
ducapkan tenma kash 

hepala .., 

ama 
ank at 

Mi 

UPATI SINT 
« 

JAROT WINARNO 



LAMPIRAN V PERATURAN HUPATT SINT ANG 
NOMOR 79 TAHUN 2017 
TANOGAL Go es«as« 0t 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN 

PENGHAPUSAN HARANG MILIK DAERAH 
LINGKUNGAN EMERINTAH KABHUPATEN SINTANG 

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA BARANG/ 
UASA PENGGUNA BHARANG 

KOP SP 

SURAT PERNYATAAN 
NOMOR : 032/.../.../ 20. 

DAN 
DI 

00004 L 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 
SKPD 
Alamat Kantor 

Dengan imi menvatakan bahwa barang milik daerah sebagaimana permohonan 
penghapusan yang disampaikan kepada Bapak (terlampir), ... [alasan diisi sesuai 
ondist baranq sebenarnya). 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarbenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagamana mestinya. 

Tempat, tangygal, bulan dan tahun 

Kepala ..., 

Nama 
Pangkat 

NIP. 

BUPATI SINTA 

y 
JAROT WINARNO 


